
 

  

LEMBARAN NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.195, 2021  BUMN. PERSERO. Saham. Perubahan. 

Penerbitan. PT Nindya Karya. Perubahan. 
 

 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 89 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 69 TAHUN 2012 

TENTANG PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA 

MELALUI PENERBITAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN 

(PERSERO) PT NINDYA KARYA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melanjutkan restrukturisasi 

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Nindya Karya yang 

belum dapat terealisasi sepenuhnya, perlu melakukan 

perpanjangan jangka waktu kepemilikan saham 

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan 

Pengelola Aset pada Perusahaan Perseroan (Persero) 

PT Nindya Karya; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan 

Struktur Kepemilikan Saham Negara melalui 

Penerbitan Saham Baru pada Perusahaan Perseroan 

(Persero) PT Nindya Karya; 
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Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan 

Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang 

Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal 

Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan 

Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4555) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 

2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan 

dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha 

Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6006); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2012 tentang 

Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara 

melalui Penerbitan Saham Baru pada Perusahaan 

Perseroan (Persero) PT Nindya Karya (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 162); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 69 TAHUN 2012 

TENTANG PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM 

NEGARA MELALUI PENERBITAN SAHAM BARU PADA 

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT NINDYA 

KARYA. 

   

Pasal I 

Ketentuan Pasal 3 ayat (2) dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Struktur 

Kepemilikan Saham Negara melalui Penerbitan Saham 

Baru pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Nindya 

Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 162) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

   

Pasal 3 

(1) Saham yang diambil bagian oleh Perusahaan 

Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat 

sementara. 

(2) Saham yang diambil bagian oleh Perusahaan 

Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialihkan 

kembali kepada negara dengan mekanisme 

sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan 

perundang-undangan paling lambat tahun 2022. 

 

Pasal II 

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik 

Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 30 Agustus 2021 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd. 

 

JOKO WIDODO 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 30 Agustus 2021 

 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd. 

 

YASONNA H. LAOLY 
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